KAROPRTER “SHKOHAW ('

LEMBARAN DAERAH

PATEN DAERAH TINGKAT I1 SUKOHARIJO
Nomor 7 Tahun 1939 Seri D No. 3

KABU

s s\ . St

;_—-—__.-—“—;—--—"'
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

DUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
: ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
' KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARIO

KE

GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO
Mepimbang  : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I

Sukoharjo Nomor : 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan

tua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Keuangan Ke
gkat -

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tin

II Sukoharjo’ yang telah diubah ketiga kali,

terakhir . . « « o o »

E—_—
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Mengingat

¢ 1s

. Tlnol\at II SUk

Tingkat I

. Y26

qran Daerah Kabupaten by
Nomor 5 Tahun 1986 tentangera}'
tyran Daerah Kabupaten b P
: B Thhun 1973 e Cra)
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dap N any
kyat Daerah . Kabupatey Dagego\

terakhir dén gan Perat

Tingkat 1I Sukoharj

rubahan Ketiga Pera
oharjo Nomor

Kedudukan
Dewan Perwak:lan Ra
[ Sukohaijo, yansg
erah Kabupaten Daerah  Tingkat II. §
u
koha T

7 Tahun 1986 Seri B Nomor : 3, sudap
ti .

diundangkan dalam’ Lembrah
an.

an Da

Nomor :

dak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa’inj ge;
Cing.

ga perlu ditinjau kembali dan ‘diganti dengan Pery
alu
Daerah baru ; .
bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah t
. . ; oy erse -
but diatas perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan D
: ag-

rah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil K
) etu
dan Anggota Dewaﬂ Perwaki]an RakyatDaerah K b a
a u-

paten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Undang -
dang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah :

Undang - '
g - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem:

bentukan D
acrah - daerah Kabupaten dalam Lingkuné

an Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan . . «°
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3. Peraturan Menteri' Dalam Negeri Noror 3 Tahun 1980
" Tos tentang Pedoman ‘mengenai Kedudukan Keuangan Ketua,
. Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negcri':Nomor 160 - 1322 tanggal 13 -
September 1985 ; - ’

4. Peraturan Daerah Propinsi-Daerah Tingkat I Jawa Te -
- ngah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Kedudukan Keua -
ngan Ketua. Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwa -
: kilan Rai(yat" Daerah Prdpinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah. S
Dengan Persetujuan. Dewan Perwakilan lRakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Sukoharjo
MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING -
KAT II SUKOHARJO TENTANG KEDUDUKAN KEUA -
NGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DE -
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT I1 SUKOHARIJO.

BAB I
"KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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Dalam pe

; Dacrah Tingk

'DPRD 1al:

... Uang Paket ia
ta DPRD untuk setlap harl meflghadm sidang - sid
= ang

~ uan

v\'f&f 28

') yangdlm&kSUd dengan "

aerah i
erah jalah .P-.em‘?fi“-"ah- Dacerah Kap,
| Pay,

N

‘at II Sukoharjo s

raturan

Pe mermtah

Bupatl Kepala Daerah jalah Bupati Kepala p,,
: 1y

Tingkat II Sukoharjo ;

ialah Dewan perwakilan Rakyat:Daerah Ky
U,

II. Sukoharjo ;

paten’ Daerah Tin gkat

lah vang yang dibayarkan kepada Ap
&

DPRD yang syah, di dalamn},a termasuk vang 51d
ang

g angkutan setempat dan uang makan 5 F
2

e ¢
- e ol a%

Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap .

diberikan kepada Ketua dan ' ‘Wakil” Ketua DPRD berh
erhy

| b?ng denggn kedudukannya ;

‘Uang Kehorr ialah .
g Kchormatan ialah tunjangan bulanan tetap
yan|

“diberi pada Pimpi
L erikan kepada Pimpinan DPRD berhubung degan j
o, RS 1) 3 a a.
atannya sebagai- Ketua dan ‘Wakil Ketua DPRDg |

Tunjangaﬁ J | iy
abatan Pimpinan DPRD ialah tunjang¥

bulanan tet
| tetap b
p -berupa uang yang diberikan kepada K¢

/tua dan Wakj atann
Wakil Ketua, DPRD karena jabatannya ;
?

h. Tunjangan
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h.  Tunjangan Pimpinan Komisi  ialah tunjangan bulanan

tetap berupa vang yang diberikan karena menduduki

jabatan Pimpinan Komisi dalam saty tahun sidang ;
]

i Tunjangan ialah Fraksi tunjangan bulanan tetap berupa

uang yang diberikan Fraksi sebagai lembaga DPRD ;

j. Tunjangan Panitia Anggaran ialah tunjangan bulanan

tetap berupa uang yang diberikan karena melaksana -

kan tugas Panitia Anggaran ;

+k.  Tunjangan Panitia Musyawarah ialah tunjangan bulanan
tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan

tugas sebagai Panitia Musyawarah ;

1. Tunjangan Mobilitas Anggora Fraksi ialdh tunjangan
bulanan 'tetap berupa uang yang diberikan kepada Ang-
gota Fraksi dalam rangka menunjai@g kegiatan pelaksa -

naan tugas - tugas Fraksi ;

m. Uang Perjalanan Dinas ialah uang biaya angkutan per-
jalanan, uang penginapan dan makan, uang angkutan

setempa't dan uang saku / uang harian.

Pasal 2

( 1 ) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua,' Wakil Ketua
dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat
sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya se-

bagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

(2)Saat . ...

ned
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(2 ) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Kety,

Anggota DPRD ia
au meninggal dunia.

d
1ah tanggal mereka meayatakan Bty 3
g

dlberhentll\an at

BAB 1I

UANG PAKET

By, {
| g -

PasaI '3

(1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota DPRD X??g :

‘ a. bertempat tinggal didalam kota sebesar Rp.  8.000,00
( delapan ribu rupiah ).

b. bertempat tinggél diluar kota sebesar -~ Rp. ~ 8.500,00

( delapan ribu lima ratus rupiah ).

( 2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang meng
hadiri sidang - sidang DPRD yang Sah dengan ketentu

bahwa untuk rapat / sidang satu hari satu maldm hanya dib

yarkan satu kali uang paket.
Pasal 4

Kopada Ketwa dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan va"® i
ket untuk sidang - sidang yang dipimpin atau dihadirinya

Pasal 5
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Pasal 5

Sidang - sidang yang syah dari Komns: Panitia dan Jain sebagainya
yang dibentuk olech DPRD dipandang sebagai sidang - sidang
DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat

( 1) dan ( 2) Peraturan ‘Daerah ini,

‘BAB  III
UANG KEHORMATAN
‘Pasal 6

('1 ) Uang Kehormatan dltetapkan bagi :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 200, OOO 00 ( dua ratus ribu -

rupiah ). G

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 175.000,00 = ( seratus

tujuh ‘puluh lima ribu rupiah ).

( 2 ) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1 5"-‘1')asal ini, ke -
pada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tun -
jangan keluarﬂa dan tunjangan lamnya menurut Peraturan
yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Slpll Pusat /
Daerah.

(’3 ) Apabila Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD belpm di -
angkat / dilantik, kepada Anggota DPRD melakukan tugas
sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD diberikan uang per-
wakilan yang besarnya tiap - tiap hari 1/30 (sepertiga puluh)
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Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD g

dari penghasilan
at (2) pasal ini dan pag]

maksud ayat (1), ay

bagaimana di
7 dengan ketentuan ama melakukan tugas SEbagai'
Ketua DPRD atau Waki

anggota DPRD tidak berlaku lagi.

bahwa sel
| Ketua DPRD penghasilan  sebagaj

BAB IV
UANG REPRSENTASI

Pasal 7

ing penghasilan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini

Disamp
g representasi bagi :

tiap - tiap bulan diberikan uvan
.. Ketua DPRD sebesar  Rp- 1200.000,00 ( dua ratus 'ribu 5
rupiah ).

b.  Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 175.000,00 ( seratus -

tujuh puluh lima ribu rupiah ).

Pasal 8

Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjé-
ta Republik Indonesia yang diangkat sebagai kil Ke
ima penghasﬂan

tua DPRD tidak dibenarkan mener

_( dobel ).
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Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketia DPRD kuy -
rang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai
Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atay Anggota Angkdtan Bersenja-

~ ta Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih
kedua penghasilan itu,

BAB V
TUNJANGAN LAIN - LAIN
Pasal 10

( 1) Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai beri -
kut : '

a Ketua sebesar  Rp. * 56.250,00' “(lima puluh enam ribu

dua ratus lima puluh rupiah’) ‘setiap bulan,

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 33. 750,60 ( tiga puluh tiga

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) setlap bulan
(2) Tunjangan Pimpinan Komlsl dl'te_tapkan sebagal berikut :

a. Ketua sebesar Rp 12.500,00 ( dua belas ribu lima ra -

tus rupiah setlap bulan

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1:0.000’00 ( sepuluh ribu -

rupiah ) setiap bulan,

c. Pelapor sebesar Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus -

rupiah ) setiap bulan.

Pasal 11 =c.5 o6 o
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Pasal 11

Tunjangan Fraksi diberikan menurut perimbangan jumlah A
n
80

ksi, dengan ketentuan tiap anggota Fry
L

masing — Masing Fra
p 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) setiap bula

perhitungkan Rp.
Pasal 12

( 1) Tunjangan Panitia Anggaran ditetapkan sebagai berikut

a. Ketua sebesar Rp. 10.000,00 ( sepulub ribu rupiy

setiap bulan.

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu .

piah ) setiap bulan.

c. Anggota sebesar  Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupia

setiap bulan.

( 2 ) Tunjangan Panitia musyawarah ditetapkan sebagai berikut

a Ketua sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah

setiap bulan.

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,80 ( sepuluh riby

rupiah ) setiap bulan.

b. Anggota sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh Tiby rupie?

setiap bulan.

tl
'I

BAB VI -
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BAB VI
RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU
ALAT PENGANGKUT DINAS LAINNYA

Pasal 13

( 1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam
Jabatan tersebut dan: bilamana keuangan Daerah memungkin-
kan, dapat disediakan setuah rumah Jabatan dengan keten -
tuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, telepon, pene-
rangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah
Daerah dan harus ditinggalkan / dikembalikan kepada Pemerin-
lah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah

Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua

dan Wakil Ketua DPRD ;

( 2 ) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam

jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkin-

at disediakan sebuah mobil atau alat pengangkut

kan,v dap
dengan keten-

lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya,

n bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Peme-

tua
am keadaan wajar

rintah Daerah dan harus d}kembahkan dal
ak Pemerintah Daerah pada

tanpa sesuatu kewajiban dari pih
i sebagai Ketua atau wakil

waktu yang bersangkutan berhent
Ketua DPRD,
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AN G ALADET H DENG: EENO NAPAN

DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Kepada Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dipy
berikan uang perjalanan dan penginapan yang harus dipertang

gungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan ber,

ku bagi Pegawai Negeri Golongan III . PGPS 'tahun 1963,

( 2 ) Uang Perjalanan Pindah bagi Anggota DPRD beserta kely,
ganya diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman g

mula ketemrat kc_dudukan DFRD yang 'Eersangkutan d;
sebaliknya. '

Pasal 15

Untuk menunjang mobilitas perorangan Anggota Fraksi DPRD, ¢
berikan biaya masing - musing Anggota sebesar Rp. 67.500,00 ( ¢

nam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) setiap bulan.

BAB . VIII
UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT
Pasal 16

( 1) Kepada Ketya dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota buk!
Pegawaj Negeri / Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjt!
R.epublik Indonesia sertq keluarganya diberikan Pe“ggamiﬂ[
biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, e

de ; i
ngan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Neg?
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- kutan meninggal dunia. dldalam dan atau,

‘hormatan Bersih yang dxterlm
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- ('2') Kepada Ketua, Wakil Ketua ‘dan Anggota DPRD selain dif,
elain dibe-

' rikan' penggantian tersebut ‘ayat (‘1) diberikan biaya kesehat
atan

sebesar Rp: 22.500,00. ( dua puluh dua ribu lima ratus ru
ah ) setiap bulan. ; : pi-

+BAB; . IX:. :
TUNJ ANGAN KEMATIAN

Pasal 17

( 1 ) Apablla Ketua, _Wakll Ketua DPRD menmggal duma kepada

keluarganya atau ahll warxs yang, sah sesua1 ketentuan diberi-

kan tunjangan kematlan sebanyak satu 1 ( satu ) bulan uang

kehormatan bersxh dan apabﬂa yang bersangkutan meninggal
dunia di dalam daniatau karena menjalankan tugas, diberikan

tunJangan kematlan sebanyak 2 ( dua ) bulan uang kehorma-

tan bersxh

( 2 ) Apabila anggota DPRD yang meninggal dunia dan ia bukan

ai Negeri’ ‘Sipil Pusat / Daerah Anggota Angkatan Ber-

senjata Repubhk Indoresia kepadd - ahli ‘warisnya diberikan

sebanyak 2 / 3 -dari  Uang Kehormatan

tunjangan kematian
yang bersang-

Bersih yang diterima Wakil ‘Ketua dan apabila
karena menjalankan

tugas diberikan tunjangan kematlan 2 X 2/3 dari Uang Ke -
a oleh seorang Wwakil Ketua.

it
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., DPRD yang meninggal dunia Pegay,
/ Daerah atau Anggota  Angkaty, Bar |
crscn'.
Republik In e,-ll
11;

dari Instansinya kepa :

mana tersebit ayat (2) Pasal ini, kekurangannyad4
;

(3 ) Apabila anggot

geri Sipil Pusat

donesia dan tunjangan kematian yap, i
|

da ahli warisnya Kurang da -

bagai
yarkan dari Keuangan Daerah.

Pasal 18

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggots D
yang meninggal dunia dari tempat meninggalnya ke tempat Kedy

kan dan atau tempat pemakaman apabila dikehendaki ahli war

ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
TANDA PENGHARGAAN
Pasal 19

( 1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggola DPRD
akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan deng
hormat daii jabatannya atau meninggal dunia diberika0 w

tanda penghargaanyaitu :

a. bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk tiap 6 (*
g it

bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kal uavk

: af

hormatan bersih dengan sebanyak - banyaknya 6 (o

kali vang kehormatan bersih.

h. bagi
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b. bagi An
: ; gg.ota DPRD, untu ¢ (enem
jabatan sejumlah 1 ( gaqy, ) Kali 2/3‘ ) bulan memangky
i

sih Wakil
il Ketua dengap Sebanyak - banyak
nya 6 ( enam )

akil Ketya.

( 2 ) Masa memangku j e
Jabatan yan
g kurang 6 ( ena
m ) bulan dj -

kali 2/3 uang kehormatap bersih W

bulatkan keatas menjadi 6 ( enam ) bulan penyt
penuh.

( 3 ) Dalam hal Katua, Wakil Ketua dap Anggota DPRD menj
mening-

al duni
g- unia, vang tanda penghargaan termasyk ayat (1) di
rikan kepada ahli- warisnyé. Hae

...‘BAB XI.
CUUPENUT UP
Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelak-

sanaannya.

Pasal 21

,Stj:jak berlakunya Peraturan Daerah ini, _P.ératuran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang
Wakil Kefua “dan Anggota Dewan

kan .denzan Surat Keputusan

Kedudukan Keuangan Ketua,

Perwakilan Rakyat Daerah yang disah
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pe -

bruari 1979 Nomor Hk. 27/ 1979
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aran Daerah Kabupatenb

dalam Lemb
dan diundangka?
Tahun 1979 Seri D
kat II Sukoharjo Nomor 1 1a Nomg r[

diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Dae h

Jah
a [ Sukoharjo Nomor 5 Tahup 1986
(i

ten Daerah Tingkat 1
tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di“ndang}

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Mmemering

ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatany,

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjy

Sukoharjo, 12 Nopember

BUPATI KEPALA D

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II SUK(

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA
ttd,

ttd

DJOKO WALUJO, BA Drs. SUPRAPTC

P |
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernyr
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 8 April 1989 No. 188.3 / 102 / 1989

An. SEKRETARIS WILAYAH /| DAERAH TINGKAT I
' JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.

SARDJITO, SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 7 TH 1989 Seri D No. 3
Pada Tanggal 1 Mei 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Dris. SUTJIPTO
NIP. 500031 518

,4
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